
2. Undang-Undang ..... 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po kok- 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

Mengingat 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya teritang 
Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional 
Um.um .pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Nagan Raya. 

c. 

b. bahwa u ntuk melakukan pe nyu surian u raian ja batar 
yang akurat terhadap jabatan stru ktural d a n jabatar 
fungsional urn um, perlu melaksanakan analisis ja batar 
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabu pater: 
Nagan Raya; · 

/ 

a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan 
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berba sis pads 
kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuar 
organisasi urrtu kmewujudkari Pegawai Negeri Sipil yanj 
berdayaguna dan berhasil guna; 
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8. Peraturan Pemerintah . 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Peundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lem bar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5121); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 33 Tah1.1.:1 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daer ah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah tLe:mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lern .. bar-an Negara Pcp ublik Ir.rloric sia h107!10r 4437), 
sebagaimaria telah diu oah beber apa kali terakhir dengan 
Uridarig-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Urrdaug-Urida ng Rcpublik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

2. Urida ng-Uridarig Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2002 tentang Pernben tu ka n Kabu pater- Aceh Barut Daya, 
Kabu paten Gayo Lue s, Kab upatcri Aceh .Jaya, Kabupaten 
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tarn iang di Provin si 
Nanggroe Aceh Daru ssalarn (Lernbar an Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2002 Nom or I 7, Tarn bahan Lernbaran 
Negara Republik Indorie sia Noirior 4 l '19); 



1. Perrierintah Kabupaten .... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ANALISIS 
JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KABUPATEN NAGAN RAYA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKA.i.""l: 

12. Qarrun Kabupaten Nagan Raya Nom or 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Aras Qam in Kabupat=n Nagan Raya 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sususan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya; 

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Nagan Raya. 

10. Peraturan Pernerintah Re pu blik Indonesia Nomor 53 
Tah un 2010 tcntang Di siplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Norno, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor. 5135); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Da iarn Negeri dari Pemer int ah Daerah: 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pe ru bahar: atas Per a tu ran Pemerintah Republik 
Iridorie sia Nomor 100 Talrun 2000 tentang Periga ngka ta n 
Pegawai Negeri. Srpil Dalam .Jaba tan I Struktural 
(Lem bar ari Negara · Repu blik Indonesia Tahun 2002 
Ncrnor 33 Tarn bahan Lern ba ra n Negara Norrior 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 41 
Tahun 2007 tentang Organisa si Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 
Hornor 39. Tarn ba ha.n Lembaran Negara Republik 
Iridcncsia Ncrnor 4741): 

Menetapkan 



13. Ringkasan Tugas . 

1. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan 
pernerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabu paten Nagan Raya dan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Kabupaten Nagan Raya se suai dengan ' fungsi dan 
keweriarigan masing-masing; 

'.2. Pemeriritah Daerah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya 
dise.but Pemerintah Daer ah Kabu paten Nagan Raya 
merupakan urisu r penyelenggara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Bupati dan 
perangkat daerah; 

3. Bupati adalah Bu pati Nagan Raya; 
4. Sekrr::tari:lt Daerah yang sclanjutnya di se bu t SETDA adalah 

s~kretar:iat Daerah Kabupaten I~ag2..I1 Raya; 
S. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut SETWAN adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya; 
6. Sekretaris Devan yang seianjutnya disebut SEKW AN adalah 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan 
Raya; 

7. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk 
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi 
jabs tan guria penyusurian kebijakan program 
pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan dan perericanaan kebutuhan pendidikan 
dan pelatihan serta urnpan balik bagi orgarusasi 
keta talaksanaan. 

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat 
daerah. 

9. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan 
gambaran atas iai jabatan, yang berupa sekelompok tugas 
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. 

10. .Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera 
dalam struktur organisasi. 

11. Jabatan Fungsional Umum disebut juga jabatan non 
struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya 
bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi. 

12. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan 
karakteristik jabatan, seperti ideritita s jabatan, ringkasan 
tugas, rincian tugas, wewenang, tanggungjawab, hasil kerja, 
bahan kerja, peralatan kerja, hubungan kerja, keadaan 
tempat kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko/bahaya, dan 
syarat kerja. 



24. Syarat Kerja . 

13. Ringkasan Togas Jabatan merupakan ikhtisar dari 
keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 
(satu) kalirnat. Ringkasan tugas jaba tan dirurnu skan dari 
tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang 
bersarigku tan. 

14. Rincian Togas adalah paparan atau beritarigan atas semua 
tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan 
Pemangku Jabatan daiam memproses bahan kcrja menjadi 
hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam 
kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi 
sekelompok tugas, antara 5 (lima) sarnpai 12 (dua belas] 
tugas dan setiap tugas diuraikan derigan jelas dalaru rincian 
tugas, gambai an tentang apa yang dikerjakan, mengapa 
harus dikerjakan, dan bagaimaria cara mengerjakannya. 

15. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mcngambil 
tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta 
menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil 
dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. 

16. Tanggung Jawab adalah rincian semua jaminan atas 
keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan 
sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan, 
kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan. · 

17. Hasil Kerja adalah produk a tau keluaran (output) yang harus 
dicapai oleh jabatan berupa benda, jasa dan informasi. 

18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak 
kerja (tugas) menjadi hasil kerja benda berwujud dan benda 
tak berwujud. 

I 9. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan 
alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan 
kerja menjadi hasil kerja; 

20. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja 
antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan poia 
kerja dalam rangkaian optimalisasi hasil kerja; - 

21.· Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi 
tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang 
menimbulkan darnpak negative atau menimbulkan resiko 
bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya. 

22. Upaya Fisik adalah merupakan garribaran penggunaan 
anggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, 
bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas 
jabatan; 

23. Kemungkinan Resiko/Bahaya adalah risiko atas bahaya yang 
mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan 
tugas jabatannya. 



Pasal 4 . 

(3) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 
merupakan uraian jabatan yang mencakup : 
a. identitas jabatan; 
b. ringkasan tugas; 
c. rincian tugas; 
d. wewenang; 
e. tanggung jawab; 
f. hasil Kerja; 
g. bahan kerja; 

· h. perangkat kerja; 
1. hubungan kerja; 
J. keadaan tern pat kerja; 
k. u paya fisik; 
1. kemungkinan resiko/bahaya; dan 
m. syarat kerja. 

(2) Uraian Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 2 huruf b melipu ti semua jabatan fungsional 
umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon 
terendah. 

(1) Uraian jabatan struktural sebagaimaria dirnaksud daJam 
Pasal 2 huruf a terdiri dari: 
a. Sekretaris; 
b. Kepala Bagian; dan 
c. Kepala Sub Bagian. 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan 
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan 
Raya yang terdiri dari: 
a. Uraian Jabatan Struktural; 
b. Uraian .Jabatan Fungsional Umum. 

Pa sa l 2 

BAB II 
HASIL PENETAPAN ANALISIS JABAT.A.~ 

24 .. Syarat Kerja adalah syarat yang harus dipenuhi at.au dimiliki 
oleh seseorang unruk menduduki su atu jabatan dan 
merupakan tuntutan kernampu an kerja yang ditunjukkan 
dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi 
dari pernilikari _pengetahuan kerja, perididikan, pelatihan, 
pe ngalarrian kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis 
dan ke kuatan fisik. 



BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR c·. 

Diundangkan di Suka Makmue 
pada tanggal .,(; September 2014 M 

21 Dzulqaidah 1435 H 

Ditetapkan di Suka Makmue 
. t ,-~,.., . b '01/11\,1 pada anggai ·,) :::;entem er , 1., iv; 

2'~ Dzulqaidah 35 H 

fBUPATI NAGAN RAYA, 

T.ZULKARNAINI 

Peraturan Bupati irii mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan, 
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatarmya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya. 

Pasal 7 

BAB P/· 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Hasil Analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam 
penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman 
peiaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

(l) Viasil Aualis is .Jabata n ~i'...;u:--iaka.:.1 sc bagai da sar dalarn 
pe nyu su nari ke.bijakan program pern bi naa.ny pe na.taan 
kelern bagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta 
pererrcariaan kcbutuhan pe ndidikan ria n pelatihan. 

Pasal 5 

BAB HI 
KEGUNAAN HASIL ANALISI.S JABATAN 

Ur a ia n ja ba ta n st ruktur a! da n jabatan fu ngsicrial u m um pada 
Se.kre tar iat Dewan Pe rwa ki lari Rakyat Ka bu pate n Nagan Raya 
sebagaimana tercariturn dalarn lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dar i Per atur an Bupati ini. 

Pasa! 4 
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